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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Kewenangan  

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang 

disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai 

hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat 

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang/badan lain.13 

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang 

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 

dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan 

dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan 

hukum publik.14 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum 

tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. 

Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.15 

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan 

wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut 

ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga 

menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat 

dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan 

merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau 

institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting 

dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi 

negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, 

                                                           
 13 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem 
Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010), h. 35 
 14  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 2013), h. 71 
 15 Nurmayani S.H.,M.H, Hukum Administrasi Daerah. (Bandar Lampung: 
Universitas Lampung Bandar lampung, 2009), h. 26 
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sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai 

konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi 

negara.16 

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara 

yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam 

Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan 

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak 

yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and 

the ruled).17 

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa 

kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar 

Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga 

Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, 

dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara 

harus di beri kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo 

adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia 

untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok 

lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan 

keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.18 

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:  

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang 

dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek 

hukum.  

2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap 

wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk 

dasar hukumnya. 

                                                           
 16  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 2013), h. 99 
 17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 35   
 18 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 36 
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3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya 

standar wewenang baik standar umum (semua jenis 

wewenang) dan standar khusus (untuk  jenis 

wewenang tertentu).19 

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang 

diperoleh secara atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing-

masing dijelaskan sebagai berikut: 

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu 

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini 

dilahirkan/diciptakan suatu Wewenang Pemerintah yang baru.  

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang 

yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah 

memperoleh suatu Wewenang Pemerintahan secara atributif 

kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi 

selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.  

Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian 

wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan 

atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.20 

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, 

kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 

berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak 

berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam 

hukum administrasi negara wewenang Pemerintahan yang 

                                                           
 19 Nandang Alamsah, Dkk, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, 
(Bandung: Unpad Press, 2017), h. 13 
 20 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993). h. 68 
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bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh 

melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.21 

Atribusi terjadinya pemberian wewenang Pemerintahan 

yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-

undangan. Atribusi kewenangan dalam Peraturan Perundang-

undangan adalah pemberian kewenangan membentuk 

Peraturan Perundang-undangan yang pada puncaknya 

diberikan oleh UUD 1945 atau Undang Undang kepada suatu 

lembaga negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut melekat 

terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri 

setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu 

wewenang baru.22 

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang 

yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara (TUN) 

yang telah memperoleh wewenang Pemerintahan secara 

atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. 

Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi 

wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 

2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 

Negara Pasal 93 pasal (1) Pejabat struktural eselon I diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang 

bersangkutan. (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat 

dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat 

struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang 

oleh Menteri yang bersangkutan.23 

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum 

Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris 

                                                           
 21 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka 
Otonomi Daerah. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), h. 1-2 
 22 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2013), h. 104 
 23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2013). h. 104-105 
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dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 

sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara 

mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, 

kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi 

mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. 

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh 

pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima 

dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 

wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan 

ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya 

berada pada penerima wewenang (atributaris).24 

 

B. Teori Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata 

“management”25 terbawa oleh derasnya arus penambahan kata 

pungut ke dalam bahasa Indonesia, isilah inggris tersebut lalu 

di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage 

yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, 

mengelola, menjalankan, membina atau memimpin,26 juga 

mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.27 Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti 

                                                           
 24 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2013), h. 109 
 25 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta: PT. 
Tema Baru, 1989), h. 129 
 26 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, 
(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 114 
 27 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm. 1 
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proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola 

berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.28 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, 

mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta 

bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah 

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan.29 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan 

manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.30 

pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau 

usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 

melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan 

bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan 

mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses 

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.31  

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah 

subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu 

tindakan yang dimulai dari penyususnan data, merencana, 

mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan 

pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan 

                                                           
 28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1990), h. 441 
 29 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 
Modern English Press, 2002),h.  695. 
 30 Suharsimi, Managemen Pengejaran Secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka 
Cita, 1993) h. 31 
 31 Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348 



19 
 

 
 

menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber 

penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.32 

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. 

Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan 

yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. 

Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan 

orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya 

tujuan organisasi lembaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa 

pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan 

terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun 

kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang 

diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.33 

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga 

pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, 

kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang 

melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen 

sebagai suatu seni (art) dan sebagi suatu ilmu. Menurut 

pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu 

proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan 

bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana 

pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan 

diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, 

manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan 

aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, 

manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.34 

                                                           
 32 Suharsimi arikunta, pengelolaan kelas dan siswa, (jakarta: CV. Rajawali, 
1988), Hlm. 8 
 33 M. Manulang, dasar‐dasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 
1990), h. 54 
 34 Suharsimi arikunta, pengelolaan kelas dan siswa, (jakarta : CV. Rajawali, 
1988), h.15-17 
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Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan 

adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang 

terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan 

sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:  

 a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik 

sumber daya manusia maupun faktor-faktor 

produksi lainya.  

b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan 

pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.35 

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan 

terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam 

suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik 

selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang 

fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang 

dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. 

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang 

ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang 

ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, 

sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan 

waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, 

karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha 

                                                           
 35 Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, pengantar manajemen, 
(Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6 11  
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akan sia-sia dan pancapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat 

beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:36 

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi 

dan misi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan 

yang saling bertetangan. Pengelolaan dibutuhkan 

untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, 

sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling 

bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam 

suatu organisasi. 

c. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja 

organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang 

berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan 

efektivitas. 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah 

dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, 

langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan 

sebagai berikut:37 

a.  Menentukan strategi 

b.  Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab 

c.  Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, 

dan batasan waktu 

d.  Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana 

e.  Menentukan standar kerja yang mencakup efetivitas dan 

efisiensi  

f.  Menentukan ukuran untuk menilai  

g.  Mengadakan pertemuan 

h.  Pelaksanaan  

i. Mengadakan penilaian  

                                                           
 36 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2006), h. 34. 
 37 Irine Diana Wijayanti, Manajemen, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 
2008), h. 59 
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j. Mengadakan review secara berkala  

k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-

ulang. 

Aapun fungsi pengelolaan menurut John D. Millet, 

fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan 

pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan 

dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.38 

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan 

yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), 

Commanding (pemberian perintah), Coordinating 

(pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan). 

Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O‟Donnel 

membagi fungsi pengolahan menjadi 5, yaitu Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing 

(kpegawaian), Directing (Langsung), dan Controlling 

(pengawasan). 

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi 

pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, 

perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan 

pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa 

organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat 

minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas 

sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat 

keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang 

merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan 

yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan 

organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.  

George R. Terry membagi empat fungsi dasar 

manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controling 

                                                           
 38 Burhanuddin, Manajemen Pendidikan (Malang: Universitas Negeri 
Malang, 2003), h. 98-100 
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(Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan 

POAC.39  

a. Planning (Perencanaan) George R. Terry dalam 

bukunya Principlex of management mengumumkan 

tentang Planning sebagai berikut, yaitu: “planning is 

the selecting and relating of facts and the making and using 

of assamptions regarding the future in the visualization 

and formulation to proposed of proposed activation believed 

necessary to accieve desired result”. “perencanaan adalah 

pemilihan fakta dan penghubung fakta-fakta serta 

pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan 

atau asumsi-asumsi untuk mmasa yang akan datang 

dengan jalan menggambarkan dan merumuskan 

kegiatankegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan.” 

b. Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian tidak 

dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan dengan 

yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu 

untuk masing-masing unit. George R. Terry 

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, 

dan penyusunan macam-macam kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan 

orang-orang, terhadap kegiatan-kegiatan ini, 

penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi 

keperluan kerja dan penunjukkan hubungan 

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang 

dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap 

kegiatan yang diharapkan.  

c. Actuating (Pelaksanaan/penggerak) Menurut George 

R. Terry mengatakan Penggerak adalah 

membangkitkan dan mendorong semua anggota 

                                                           
 39 George R. Terry, Prinsip-Prinsp Utama Manajemen,(Medan: Universitas 
Islam Negeri Sumatera Utara,2011) h.9 
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kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha 

dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas 

serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi 

diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan 

tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh 

anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat 

atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan 

harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan 

yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah 

merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, 

waktu dan materi. 40 

d. Controlling (Pengawasan) Control mempunyai 

peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam 

manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk 

menguji apakah pelaksanaan kerja teratur ttertib, 

terarah atau tidak. Walaupun Planning, organizing, 

actuating baik, tetapi apabila pelaksanaannya tidak 

teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah 

ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian 

control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala 

kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.41 

C. Teori Siyasah Tanfidziyah  

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah 

Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada 

jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun 

secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir 

                                                           
 40 George R. Terry, Prinsip-Prinsp Utama Manajemen,(Medan: Universitas 
Islam Negeri Sumatera Utara,2011) h.9 
 41 George R. Terry, Prinsip-Prinsp Utama Manajemen,(Medan: Universitas 
Islam Negeri Sumatera Utara,2011) h.10 
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siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. 

Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai 

pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.  

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa 

arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 

membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara 

etimologis, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang artinya 

mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik 

dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami 

bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, memimpin dan 

memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencapai sesuatu.42 

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 

membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu 

pemerintahan untuk mengendalian tugas dalam negeri dan luar 

negeri, yaitu  politik dalam negeri dan politik luar negeri serta 

kemasyarakatan, yakni mengatur  kehidupan umum atas dasar 

keadilan dan istiqomah. 

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyyah Kata siyasah 

berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan 

memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan 

pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa 

kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat 

suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk 

mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.43 

Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah yang diorientasikan untuk 

kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua 

kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus 

                                                           
 42 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 
Dalam Fiqh Siyasah, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6 
 43 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 
2014), h. 3 
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bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan 

orang miskin, di dalam siyasah tanfinziyyah syar‟iyyah, 

dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil 

untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar 

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin 

lebar.44 

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur‟an, 

sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-

khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah 

tanfidziyyah syar‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak 

asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh 

siyasah siyasah tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan 

Peraturan Perundang-undangan negara.45 Syar‟iyyah adalah 

salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 44 A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu 
rambu Syariah, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277. 
 45 Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 2001), h. 273. 


